5. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis dan mengukur efisiensi penyediaan
barang publik di sembilan pemerintah kota di Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kota
Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi,
dan Kota Tasikmalaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan
metode Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil analisis DEA menunjukan secara
umum skor efisiensi sembilan pemerintah kota di Jawa Barat memiliki skor yang
tinggi dengan rata-rata yaitu 0.992 (0-1). Kota Sukabumi, Kota Bandung, dan Kota
Cirebon merupakan kota yang paling efisien dengan skor 1 dan bersifat Constant
Return to Scale (CRS). Tiga kota tersebut menjadi contoh bagi daerah lain yang
belum efisien utntuk meningkatkan kinerja fiskalnya. Kota lainnya yaitu Kota Bogor,
Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar memiliki skor 1 tetapi
belum efisien karena bersifat Decreasing Return to Scale (DRS). Kota Depok
memiliki skor terendah tetapi memiliki skor yang termasuk tinggi yaitu 0.926 dan
kota depok masih bersifat DRS.

Untuk daerah yang belum efisien atau mengalami decreasing return to scale yaitu
Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota
Banjar diharapkan dapat melakukan tindakan untuk kembali efisien atau constant
return to scale. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk kembali efisien dengan

mengikuti rekomendasi target perbaikan jumlah input dan output daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat
dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:
1. Penelitian ini menggunakan software MDEAP 2 untuk mengukur efisiensi
penyediaan barang publik. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan
software lain yang lebih mumpuni dengan output yang dihasilkan lebih lengkap dari

software yang digunakan peneliti.

2. Variabel dalam analisis DEA untuk mengukur skor efisiensi penyediaan barang
publik dalam penelitian ini menggunakan variabel input yang terdiri Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan dan pembiayaan daerah.
Sedangkan variabel output yang digunakan dari sektor yaitu pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah variabel input
dan output yang lain untuk menentukan skor efisiensi penyediaan barang publik

yang sesuai.
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3. Penelitian selanjutnya mengenai efisiensi penyediaan barang publik dapat diteliti
dengan lingkup yang lebih besar misalnya seluruh pemerintah kota dan kabupaten

di suatu provinsi dan membandingkan dengan daerah lain.
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